BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan

Pemungutan suara ulang di 2 TPS Desa Kampung Baru Kecamatan
Panyabungan Utara pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020
disebabkan karena adanya praktik kecurangan yang didasari oleh kesepakatan jual
beli suara antara petugas KPPS dengan tim pemenangan calon petahana. Proses
terjadinya transaksi jual beli suara_didorong oleh jaringan klientelisme calon

petahana denga
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6.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka terdapat saran praktis
dan akademis yang bisa diberikan, terkait dengan hasil penelitian yang telah
dijelaskan mengenai “Uang Dalam Kontestasi Politik” : studi tentang praktek
politik uang pada Pilkada tahun 2020 di Desa Kampung Baru Kecamatan
Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Adapun saran praktik dan
akademis yang dapat diberikan diantaranya:



1. Saran Akademis

Pembelian suara yang dilakukan tim sukses calon petahana kepada
penyelenggara dapat mengganggu proses pelaksanaan Pilkada yang
demokratis. Terjadinya praktik jual beli suara di Desa Kampung Baru
didorong oleh relasi patronase calon kepala daerah dengan petugas KPPS,
melalui pemanfaatan kepala desa sebagai agen klientelistik petahana yang
bertugas mencarikan suara. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah
disampaikan, maka diharapkan kepada peneliti selanjutnya, agar bisa
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dengan aturan perundang-undangan. Calo.n kepala daerah diharapkan mampu
menjaga keutuhan nilai-nilai demokrasi dan melakukan kampanye positif
dengan memanfaatkan jaringan politik yang ada untuk menggalang dukungan
dari pemilih, bukan melakukan transaksi jual beli suara dengan petugas KPPS,
karena hal itu adalah praktik illegal dalam demokrasi. Kepada petugas KPPS
supaya tidak mudah terpengaruh oleh bujukan dan janji yang diberikan tim
sukses calon kepala daerah, sekalipun pelakunya itu adalah kepala desa

mereka sendiri. Petugas KPPS harus memiliki integritas yang kuat dan taat



pada aturan, supaya Pilkada dapat melahirkan pemimpin yang sesuai dengan

kehendak masyarakat.

Saran juga diberikan kepada KPU sebagai lembaga penyelenggara
supaya lebih selektif dalam memilih petugas KPPS. Anggota KPU harus bisa
memastikan petugas yang lolos dalam tahapan seleksi adalah individu yang
berintegritas tinggi dan mampu bekerja secara professional, serta tidak
memiliki hubungan dalam bentuk apapun dengan tim pemenangan maupun
calon kandidat yang menjadi peserta Pilkada. Politik uang dapat dicegah
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